
 

BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 
 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia 

 
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pendekatan strategis dalam 

mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari Manajemen Sumber Daya 

Manusia ialah memastikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada dalam 

organisasi dapat dioptimalkan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. Manajemen Sumber Daya Manusia juga melibatkan 

sejumlah aktivitas, termasuk seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, 

penggajian, serta penghargaan. Aktivitas-aktivitas ini berlangsung secara 

bertahap dan bertujuan untuk mengelola siklus hidup karyawan di setiap 

organisasi. 

Adapun beberapa aspek penting dari Manajemen Sumber Daya Manusia 

meliputi: 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan proses 

meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan 

tujuan dan pertumbuhan organisasi, dan melibatkan penentuan 

jumlah, jenis, dan kualifikasi karyawan yang diperlukan. 

2. Rekrutmen dan Seleksi yang berkaitan dengan proses mencari, 

menarik, dan memilih karyawan yang tepat untuk posisi yang 

tersedia. Rekrutmen berkaitan langsung dengan mengidentifikasi 

calon-calon yang potensial, sedangkan seleksi melibatkan proses 

memilih karyawan terbaik dari calon-calon tersebut. 

3. Pelatihan dan Pengembangan yang berkaitan dengan proses 

memberikan pelatihan, pengajaran, serta pengembangan kepada 
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karyawan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan 

kemampuan mereka. 

4. Evaluasi Kinerja yang berkaitan dengan proses pengevaluasian 

kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. 

Evaluasi ini membantu dalam memberikan umpan balik konstruktif 

kepada karyawan dan memungkinkan pengembangan lebih lanjut. 

5. Manajemen Kinerja yang berkaitan dengan proses mengarahkan, 

mengawasi, dan mengelola kinerja karyawan agar sesuai dengan 

tujuan organisasi, dan melibatkan penetapan sasaran, umpan balik, 

serta pengembangan rencana perbaikan. 

 
 

B. Analisis Jabatan 

 
1. Pengertian Analisis Jabatan 

 
Menurut Sirait (Tanumihardjo, 2013:1117) yang menyatakan bahwa: 

 
Analisis jabatan adalah proses untuk memperoleh informasi– 
informasi sedetail mungkin mengenai fakta–fakta yang terjadi dan 
membuat pertimbangan mengenai semua informasi penting yang 
berhubungan pekerjaan tertentu. 

 
Menurut Manullang (Marnisah Dan Zamzam, 2021:27) yang melihat 

analisis jabatan sebagai proses yaitu: 

Suatu proses untuk membuat uraian pekerjaan–pekerjaan, sehingga 
dari uraian pekerjaan tersebut dapat diperoleh informasi–informasi 
ataupun keterangan yang perlu dinilai jabatan itu guna suatu 
keperluan. 

 

Menurut Dessler (Tanggala, 2015:13) yang mengemukakan pendapatnya 

tentang analisis jabatan bahwa: 

Analisis jabatan merupakan suatu prosedur untuk menetapkan tugas- 
tugas dan tuntunan keterampilan dari suatu jabatan serta 
menentukan jenis pegawai yang harus di pekerjakan untuk pekerjaan 
tersebut. 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang di atas maka dapat ditarik 

benang merahnya bahwa analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah suatu 

proses yang sistematis dalam hal pengumpulan data informasi jabatan yang 

nantinya akan digunakan dalam hal penempatan pegawai yang sesuai dengan 

persyaratan keterampilan, kemampuan maupun pengetahuan yang dibutuhkan 

dalam melaksanakan pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. 

2. Dasar Hukum Analisis Jabatan 
 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis 

beban kerja bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun 

kebutuhan–kebutuhan jumlah pegawai dan jenis–jenis jabatan Pegawai Negeri 

Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang 

berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Adapun menurut 

(Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014) bahwa setiap instansi pemerintah 

diwajibkan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

3. Proses Analisis Jabatan 
 

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pendayagunaan AparaturNegara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020, proses dalam pelaksanaan 

analisis jabatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 
 

1) Merancang bentuk dan merencanakan proses analisis jabatan. 

 
2) Melakukan pembentukan tim dan mengkoordinasikan dengan 

semua pihak terlibat. 

3) Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi 

sasaran, berdasarkan hasil analisis yang pernah dilakukan. 
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4) Penyampaian formulir analisis jabatan serta 

prosedur pengisiannya. 

b. Tahap Pengumpulan Data 

 
1) Pengisian beberapa pertanyaan 

 
2) Wawancara, face to face 

 
3) Observasi 

 
4) Referensi 

 
c. Pengolahan Data Jabatan 

 
1) Penyusunan uraian jabatan 

 
2) Penyusunan spesifikasi jabatan 

 
3) Penyusunan peta jabatan 

 
d. Melakukan verifikasi jabatan,hasil dari pengelohan data jabatan 

diperiksa kebenarannya dan disesuaikan melalui pengecekan ulang 

untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki terhadap 

informasi jabatan. 

Gambar 1 
Gambaran Umum Tahapan Analisis Jabata 

Sumber: Tanggala, 2016 
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Adapun tahapan–tahapan analisis jabatan yang dikemukakan (Tanggala, 

2015:54-55) seperti halnya gambar yang ada di atas adalah: 

Langkah awal yang dikemukakan yaitu dengan mengidentifikasi 
program penyelenggaraan yang membutuhkan informasi jabatan, 
melakukan perancangan formulir dan juga menetapkan metode– 
metode yang dapat digunakan, dan pengenalan organisasi. Pada 
tahapan kedua yaitu pengumpulan data jabatan melalui metode 
kuesioner, wawancara, serta observasi dan lain sebagainya. Pada 
tahapan ketiga yaitu pengolahan data dengan menganalisis serta 
menyajikan informasi–informasi terkait deskripsi jabatan dan 
spesifikasi jabatan berdasarkan analisis logis terhadap deskripsi 
jabatannya. Pada tahap keempat yaitu dengan verifikasi memeriksa 
ulang data dan informasi jabatan atas kebenarannya. Pada tahap 
kelima pembenahan dengan merevisi hasil verifikasi apabila terdapat 
kesalahan sebelum analisis jabatan digunakan. Pada tahap keenam 
merupakan hasil analisis deskripsi serta spesifikasi jabatan. Apakah 
semua fungsi tugas sudah terwadahi di dalam jabatan–jabatan yang 
ada. 

 

4. Manfaat Analisis Jabatan 
 

Menurut Nitisemito (Marnisah dan Zamzam, 2021:66) yang 

mengemukakan tentang manfaat dari analisis jabatan yaitu: 

a. Dapat digunakan untuk melakukan mutasi. 

 
b. Dapat digunakan sebagai melaksanakan promosi. 

 
c. Landasan untuk melaksanakan pelatihan/training. 

 
d. Berguna untuk melaksanakan kompensasi. 

 
e. Berguna sebagai landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan 

kerja. 

f. Berguna untuk pemenuhan kebutuhan peralatan. 
 

Adapun menurut Sugijono (Komalasari, dkk, 2022:54) yang menyatakan 

bahwa manfaat analisis jabatan adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan gambaran tentang tantangan yang bersumber dari 

lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. 

b. Menghapuskan persyaratan jabatan yang sebenarnya tidak 

diperlukan karena didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang 
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diskriminatif. 

 
c. Dapat digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur pekerjaan yang 

mendorong maupun menghambat kualitas pekerjaan karyawan. 

d. Dapat digunakan untuk merencanakan ketenagakerjaan di masa 

depan. 

e. Menyesuaikan lamaran yang akan datang dengan lowongan 

pekerjaan yang tersedia. 

f. Membantu dalam hal menentukan kebijakan dan program 

manajemen seperti perencanaan, pelatihan, serta pengembangan 

karir. 

g. Menentukan standarisasi prestasi yang realistis sehingga dapat 

dibandingkan antara hasil nyata kerja dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

h. Berguna untuk penempatan karyawan agar sesuai dengan tingkat 

pengetahuan, keahlian, serta pengalaman yang dibutuhkan. 

i. Mengenali hubungan antara penyelia (supervisor) dengan bawahan. 

 
j. Memudahkan dalam menata ulang terutama bila terjadi merger, 

akuisisi, serta perampingan organisasi. 

k. Memperhitungkan nilai–nilai kompensasi yang tepat untuk masing– 

masing jabatan sesuai dengan beban kerja, kondisi kerja, 

kewajiban, serta spesifikasi jabatan yang dibutuhkan dalam posisi 

tertentu. 

Berdasarkan beberapa hasil uraian manfaat analisis jabatan yang 

dikemukakan menurut para ahli, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa 

manfaat dari analisis jabatan adalah dengan adanya analisis jabatan dalam 

sebuah organisasi makan akan memperoleh data informasi jabatan secara detail, 

selain itu dapat digunakan juga dalam hal perencanaan sumber daya manusia 
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dan dapat juga digunakan sebagai acuan dalam hal manajemen sumber daya 

manusia pada sebuah organisasi. 

 
 

C. Analisis Beban Kerja 

 
1. Pengertian Analisis Beban Kerja 

 
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 terkait pedoman Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja yang tertuang di pasal 1 angka 17 bahwa ―Analisis 

beban kerja merupakan suatu teknik manajemen yang dilakukan secara 

sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi 

kerja organisasi berdasarkan pada volume kerja‖ 

Menurut Komaruddin (dalam Suhada & Nasrulloh, 2022) analisis beban 

kerja merupakan ―proses dalam menetapkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan 

oleh seseorang dalam merampung suatu pekerjaan dalam periode waktu 

tertentu‖. 

Menurut Marwansyah (2010) berpendapat bahwa: 

 
Analisis beban kerja suatu proses menentukan berapa jumlah pekerja 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan berapa 
jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan serta berapa beban yang diberikan kepada satu orang 
pekerja. 

 
Berdasarkan hasil pendapat para ahli di atas maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa analisis beban kerja adalah suatu kegiatan dalam 

menentukan berapa jumlah pegawai serta waktu yang diperlukan dalam 

menyelesaikan sebuah pekerjaan pada organisasi. 

2. Dasar Hukum Analisis Beban Kerja 
 

Analisis beban kerja memilik dasar hukum yang terdapat pada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 

Tahun 2020 terkait pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
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sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 

 
Sedangkan menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2008) yang menerangkan bahwa ―Analisis beban kerja atau beban kerja 

merupakan besaran pekerjaan yang harus di tanggung oleh suatu jabatan atau 

unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan dan norma 

waktu‖. 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2011 yang menyatakan bahwa beban kerja yang telah ditetapkan 

berdasarkan dari tugas serta fungsi dari unit organisasi yang telah diuraikan 

menjadi sebuah rincian tugas yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

3. Proses Analisis Beban Kerja 

 
Bukan hanya analisis jabatan, analisis beban kerja juga dilakukan dengan 

cara sistematis, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 terkait pedoman analisis 

jabatan dan analisis beban kerja yang diuraikan bahwa tahapan analisis beban 

kerja sebagai berikut: 

Gambar 2 
Tahapan Analisis Beban Kerja 

Sumber: PERMENPAN dan RB No. 1 Tahun 2020 
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a. Pengumpulan data beban kerja, sebelum melangkah melakukan 

pengumpulan data, para tim wajib melakukan pengkajian organisasi 

terlebih dahulu sehingga memperoleh kejelasan mengenai tugas 

pokok dan fungsi, rincian tugas, serta rincian kegiatan. Kegiatan 

tersebut dapat diperoleh dengan melakukan metode wawancara, 

kuesioner, serta observasi. 

b. Aspek dalam perhitungan, dalam menghitung suatu kebutuhan 

pegawai terdapat 3 aspek utama yang perlu diperhatikan. Ketiga 

aspek tersebut yakni: 

1. Beban kerja 
 

Beban kerja merupakan aspek utama yang menjadi dasar dalam 

perhitungan. Beban kerja perlu ditetapkan melalui program-program unit 

kerja yang selanjutnya dapat dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk 

setiap jabatan. 

2. Standar Kemampuan Rata-rata 
 

Hal ini dapat berupa standar yang digunakan, standar kemampuan 

yang diukur dari satuan waktu yang digunakan atau satuan hasil. Standar 

kemampuan dari satuan waktu disebut dengan norma waktu. 

3. Waktu Kerja 

 
Waktu kerja yang dimaksud yaitu waktu kerja efektif, yaitu yang 

digunakan untuk bekerja. Waktu kerja efektif terdiri dari hari kerja efektif 

dan jam kerja efektif. 

4. Metode Perhitungan Kebutuhan Pegawai 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020, terdapat 4 jenis metode sederhana 

yang disajikan dalam hal perhitungan kebutuhan pegawai untuk memberi 

kemudahan bagi instansi yang menggunakannya. 
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Adapun metode perhitungan kebutuhan pegawai yang dipilih adalah 

metode beban kerja yang diidentifikasi dari: 

a. Pendekatan Hasil Kerja 
 

Dalam hal hasil kerja merupakan produk akhir atau output dari jabatan. 

Metode ini menghitung kebutuhan denganmengidentifikasi beban kerja dari hasil 

kerja jabatan. Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah: 

Jumlah Hasil Kerja (Beban Kerja) 
x 1 Orang 

Standar Kemampuan Rata-rata 

 
b. Pendekatan Objek Kerja 

 
Metode ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung 

dari jumlah objek yang harus dilayani. Adapun rumus dalam menghitung dengan 

pendekatan metode ini adalah: 

Jumlah Objek Kerja (Beban Kerja) 
x 1 Orang 

Standar Kemampuan Rata-rata 

 
c. Pendekatan Peralatan Kerja 

 
Peralatan kerja yang dimaksud adalah peralatan apa saja yang dipakai 

bekerja. Metode ini digunakan dalam jabatan yang beban kerjanya bergantung 

pada peralatan kerjanya. Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini 

adalah: 

Jumlah Peralatan Kerja (Beban Kerja) 
x 1 Orang 

Rasio Penggunaan Alat Kerja 

 
d. Pendekatan Tugas Per Tugas Jabatan 

 
Metode ini digunakan untuk menghitung kebutuhan pegawai pada 

jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil beragam yang 

dimaksud adalah hasil kerja dalam suatu jabatan banyak jenisnya. Rumus 

menghitung dengan pendekatan metode ini adalah: 

Beban Kerja x Waktu Penyelesaian 
x 1 Orang 

Waktu Kerja Efektif 
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5. Manfaat Analisis Beban Kerja 
 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 terkait pedoman Analisis Jabatan dan Analisis 

Beban Kerja manfaat dari analisi beban kerja itu sendiri ialah: 

a. Analisis Beban Kerja dapat digunakan untuk mengukur produktivitas 

kerja pegawai serta langkah–langkah lainnya dalam rangka 

meningkatkan pembinaan, penyempurnaan serta pendayagunaan 

aparatur negara yang baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan 

serta kepegawaian. 

b. Analisi beban kerja juga dapat menghasilkan tolok ukur bagi para 

pegawai pada setiap unit atau divisi dalam hal pembagian tugas 

dan melaksanakan kegiatannya, yakni berupa norma waktu 

penyelesaian tugas, tingkat efisiensi kerja, serta beban kerja dan 

manajemen lainnya. 

c. Analisi beban kerja dapat juga digunakan untuk memenuhi tuntutan 

kebutuhan dalam menciptakan efektivitas, efisiensi, serta 

profesionalisme sumber daya manusia aparatur. 
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PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 

 

D. Kerangka Pikir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
 

Gambar 3 
Kerangka Pikir 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2020 

ANALISIS BEBAN KERJA 

PENGUMPULAN DATA 
BEBAN KERJA 

ANALISIS JABATAN 

  

PERSIAPAN 

  

PENGUMPULAN DATA 

  

 

 
ASPEK PERHITUNGAN: 

1. Beban Kerja 
2. Standar Kemampuan 
3. Waktu Kerja 

 

  

 

PENDEKATAN PERHITUNGAN: 
1. Hasil Kerja 
2. Objek Kerja 
3. Tugas Pertugas Jabatan 

 

 PENGOLAHAN DATA  

  

 

VERIFIKASI JABATAN 
1. Identifikasi Jabatan 
2. Nama Jabatan 
3. Kode Jabatan 
4. Ikhtisar Jabatan 
5. Kualifikasi Jabatan 
6. Uraian Tugas 
7. Hasil Kerja 
8. Bahan Kerja 
9. Perangkat Kerja 
10. Tanggung Jawab 
11. Wewenang 
12. Korelasi Jabatan 
13. Kondisi Lingkungan Kerja 
14. Risiko Bahaya 
15. Syarat Jabatan 
16. Prestasi Kerja yang di 

harapkan 
17. Kelas Jabatan 
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E. Keterkaitan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara dan ditindaklanjuti dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2017) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang 

menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun 

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Selaras dengan kebijakan yang ada di atas maka menurut ahli yaitu 

Hariandja (Daraba dan Saggaf, 2015:19) yang menyatakan bahwa: 

Hubungan analisis jabatan dan analisis beban kerja ialah 
pengumpulan, penilaian, serta penyusunan informasi secara 
sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi. Hasil tersebut 
nantinya digunakan dalam berbagai tujuan salah satunya adalah 
dalam menentukan dan memperkirakan kebutuhan pegawai. 

 

Berdasarkan pada kutipan menurut ahli yang ada di atas maka dapat 

ditarik benang merahnya bahwa hubungan antara analisis jabatan dan analisis 

beban kerja sangat berkaitan erat dalam hal kepegawaian yaitu penentuan 

kebutuhan pegawai pada setiap instansi pemerintah. 




